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Setlap

RW Dapat
PIPPK
Rp 200 Juta

= Rapor Warga Akan Dihapus

BANDUNG, TRIBUN -
Wali Kota Bandung terpilih,
Oded M.Danial, mengajukan
kenaikan anggaran Program
Inovasi Pembangunan Pem-
berdayaan Kewilayahan
(PIPPK)

“Anggaran yvang naik ha-
nya PIPPK RW yang semula
Rp 100 juta dinaikan jadi R
200 juta per RW. Mudah-
mudahan disetujui dewan.
Anggaran ini sedang akan
dibahas dengan dewan, apa-
kah memungkmkan atau
tidak,” wjar Oded yang juga
pelaksana tugas wali kota
Bandung, di Pendopo Kota
Bandung, Rabu (12/8).

Menurut Oded, dana
PIPPK merupakan program
unggulan Pemkot Bandung
karena manfaatnya untuk
masyarakat sangat dirasa-
kan. Untuk pemanfaatan
anggaran PIPPK ini, kata
Oded, harus diusahakan agar
bentuknya swadaya sehing-
ga tidak menggunakan jasa
pihak ketiga.

“Selama ini, anggaran
PIPPK menggunakan jasa
pihak ketiga sehingga tidak
terasa nuansa pemberdayaan
kewilayahan,” ujar Oded.

99 Selama ini, ang-

garan Pl PPK, meng-

gunakan jasa pihak
ketiga sehingga,
tidak terasa nu-

ansa pemberdayaan

kewilayahan. 9%
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Oded, yang kemarin untuk
pertama kalinya memimpin
rapat para camat, meminta

camat agar memngkatkan
silaturahmi dengan masya-

rakat sehingga tahu perma- -

salahan warganya.

“Camat dan lurah agar ber-
keliling, makan bareng: nga-
liwet bersama warga sambil
menampung aspirasi. Tugas
camat dan lurah m(.layam
dan melindungi warganya,”
ujar Oded.

Oded juga akan mengha-
pus rapor untuk warga dan
akan menggantinyadengan
memberikan penghargaan
bagi warga yangwilayahnya

bersih atau memiliki inovasi.

Camat Bandung Kidul, Evi
Herdian, mengatakan, sistem
penggunaan dan pencairan
dana PIPPK harus diubah
tidak menggunakan pihak
ketiga agar anbiaran tidak
terpotong pihak ketiga.

Evi menyambut baik ada-
nya kenaikan dana PIPPK
dan berharap bisa terserap
sehingga bisa dinikmati war-
ganya.

Menurut Evi, penyerapan
dana PIPPK tahure 2018 ini
terganjal sistem informasi
rencana anggaran (SIRA).
Untuk RW yang pengajuan
anggaran tidak sesuai den-
gan sistem, anggaran tidak
bisa dicairkan. Akibatnya,
ada beberapa RW hanya bisa
menggunakan dana PIPPK
Rp18 juta. Untuk menga-
tasi agar anggaran PIPPK
terserap, kata Evi, akan
diperbaiki di anggaran pe-
rubahan.

Menanggapi permintaan
harus silaturahmi dengan
warga, Evi sudah melaku-
kannya dengan salat Subuh
berjamaah, salat fumat, dan
makan bareng warga prase-
jahtera. (tiah sm)
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